
BUPATI LAM AT

PERATURAN BUPATI LAHAT

NOMOR 7 TAHUN 2015

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUS1

PERPANJANGAN IZIN MEMPEKERJAKAN TENAGA KERJA ASING

DENGAN RAHMAT TUI-1AN YANG MAHA ESA

Mcnimbang : a.

Mcngingat I.

BUPATI LAHAT,

bahwa Rctribusi Pcrpanjangan Izin Mempekerjakan
Tenaga Kerja Asing merupakan salah satu sumber
pcndapatan Daerah sehingga perlu diberdayakan dengan
memperhatikan potensi yang ada di Daerah;

bahwa untuk meningkatkan pendapatan Daerah di sektor
rctribusi, Pemerintah Kabupaten Lahat telah menetapkan
pcrpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing
sebagai salah satu jenis retribusi Daerah, dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 11 Tahun 2014
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Lahat Nomor 04 Tahun 2011 tentang Retribusi
Daerah:

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan
Retribusi Pcrpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja
Asing;

Undang-Undang No. 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan
Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan
(Lcmbaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan
l.embaran Negara RI Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang
K.'Unagakerjaan (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor
39, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4279);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun
2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor
5049);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata
Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan
Pajak Daerah dan Rctribusi Daerah (Lembaran Negara RI



Menetapkan

Tahun 2010 Nomor

Nomor 5161);
19, Tambahan Lembaran Negara RI

6. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang
Retribusi Pcngendalian Lalu Lintas dan Retribusi
Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing
(Lembaran Negara RI Tahun 2012 Nomor 216, Tambahan
Lembaran Negara RI Nomor 4503);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 04 Tahun 2011
tentang Retribusi Daerah sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Lahat Nomor II Tahun 2014 tentang Pcrubahan Kedua
Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 04 Tahun
2011 tentang Retribusi Daerah;

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
PEMUNGUTAN RETRIBUSI PERPANJANGAN IZIN
MEMPEKERJAKAN TENAGA KERJA ASING.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasai 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten

Lahat;
Bupati adalah Bupati Lahat;
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi adalah Dinas
Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lahat;
Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di
bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan
perundang-undangan;
Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja
Asing yang selanjutnya disingkat Retribusi Perpanjangan
IMTA adalah pungutan oleh Pemerintah Kabupaten atas
pemberian perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga
Kerja Asing kepada pernberi tenaga kerja asing;
Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing
yang selanjutnya disebut Perpanjangan IMTA adalah izin
tertulis yang diberikan oleh Bupati atau pejabat yang
membidangi ketenagakerjaan yang ditunjuk kepada
pernberi kerja tenaga kerja asing sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan;
Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang
menurut ketentuan peraturan perundang-undangan
retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran
retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi
tertentu;

Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang
merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk
memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari
Pemerintah Kabupaten;
Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya
disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang
menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang
terutang;

j.

3.

4,

7.

8.

9



10. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya
disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan
retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga
dan/atau denda;
Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat
SSRD adalah bukti pembayaran atau pembayaran
retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan
formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas
Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh
Bupati;
Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang
selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan
retribusi yang menetapkan jumlah kelebihan pembayaran
rctribusi karcna jumlah krcdit retribusi lcbih bayar
claripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak
terutang;

Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatang yang
selanjutnya disingkat TKWNAP adalah warga negara
asinng yang memiliki visa tinggal terbatas atau izin tinggal
terbatas atau izin tinggal tetap untuk maksud bekerja di
dalam wilayah Republik Indonesia;
Exit Permit Only adalah izin keluar untuk tidak kembali
yang diberikan kepada orang asing, bila tenaga kerja asing
akan kembali ke negaranya, habis masa kontraknya

n perusahaan terkait atau karena deportasi;

11.

12.

13.

14.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman
dalam pelayanan pemungutan Retribusi Perpanjangan
IMTA.

(2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk mewujudkan tertib
administrasi dalam penatausahaan Rctribusi
Pcrpanjangan IMTA.

BAB III

TATA CARA PEMBAYARAN, PENYETORAN DAN
TEMPAT PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 3

(1)

(2)

Retribusi Perpanjangan
menggunakan SKRD.

IMTA dipungut dengan

Bentuk dan ini SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) tercantum dalam Iampiran I Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

(1) Pembayaran Retribusi Perpanjangan IMTA dilakukan di
Kas Daerah atau Bendahara Penerimaan Dinas Tenaga
Kerja dan Transmigrasi.

(2) Apabila pembayaran Retribusi Perpanjangan IMTA
dilakukan pada Bendahara Penerimaan Dinas Tenaga
Kerja dan Transmigrasi, hasil penerimaan Retribusi
Perpanjangan IMTA harus disetor ke Kas Daerah paling
lama 1 (satu) hari kerja.



(3) Pembayaran Retribusi Perpanjangan IMTA harus
dilakukan sekaligus atau lunas untuk 1 (satu) tahun.

(4) Pembayaran Retribusi Perpanjangan IMTA yang
menggunakan warkat seperti bilyet giro atau cek, atau
dengan cara transfer, baru dapat dinyatakan sah apabila
telah dibukukan pada Kas Daerah.

(5) Wajib retribusi yang telah membayar lunas retribusinya
diberikan SSRD sebagai tanda bukti pembayaran Retribusi
Perpanjangan IMTA.

(6) Bentuk dan isi SSRD sebagaimana dimaksud pada ayat (5)
tercantum dalam lampiran II Peraturan Bupati ini.

(7) Bentuk dan isi SSRD yang dikeluarkan oleh bank yang
ditunjuk sebagai tempal pembayaran, dipersamakan
dengan SSRD sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

BAB IV

TATACARA PEMBUKUAN DAN PELAPORAN

Pasal 5

(1) SKRD dan SSRD dicatat dalam buku Retribusi
Perpanjangan IMTA dan disimpan sebagai dokumen sesuai
berkas secara berurutan.

(2) Berdasarkan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), dibuat laporan realisasi penerimaan Retribusi
Perpanjangan IMTA.

BAB V

TATACARA PENAGIHAN

Pasal 6

(1) Retribusi Perpanjangan IMTA yang terutang yang tidak
atau kurang bayar, riitagih dengan menggunakan STRD.

(2) Bentuk dan isi STRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tercantum dalam lampiran III Peraturan Bupati ini.

(3) Penagihan retribusi yang terutang sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk oleh
Bupati dengan terlebih dahulu menyampaikan surat
leguran I, surat teguran II dan surat teguran III.

(4) Penerbitan surat teguran sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) dikeluarkan 7 (tujuh) setelah tanggal jatuh tempo
pembayaran.

(5) Bila surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
tidak ditindaklanjuti oleh wajib Retribusi Perpanjangan
IMTA, maka dapat dilakukan penagihan dengan surat
paksa berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

TATACARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN
PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 7

(1) Wajib Retribusi Perpanjangan IMTA dapat mengajukan
permohonan pengembalian kelebihan pembayaran
retribusi dalam hal :
a tf*H^Hi Ir^l^hih^n nprnhnvaran-



b. pemutusan hubungan kerja sebelum habis masa
beriakunya pcrpanjangan IMTA;

c. pembatalan penggunaan tenaga kerja asing; atau
d. terjadi salah setor Retribusi Perpanjangan IMTA

(2) Pengajuan permohonan pengembalian kelebihan
pembayaran Retribusi Perpanjangan IMTA sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Bupati melalui
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi paling lama
1 (satu) bulan sejak pencabutan IMTA.

Pasal 8

(1) Persyaratan pengembalian kelebihan pembayaran
Rctribusi Perpanjangan IMTA sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, sebagai berikut:
a. surat permohonan kepada Bupati melalui Kepala

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dengan
materai Rp.6.000,- (enam ribu rupiah);

b. bukti setor SSRD;
c. IMTA;

d. izin tinggal TKWNAP dari Direktorat Jenderal
Imigrasi;

e. surat keputusan rencana penggunaan tenaga kerja
asing pengguna TKWNAP; dan

f. nomor rekening perusahaan.

(2) Persyaratan pengembalian kelebihan pembayaran
Retribusi Perpanjangan IMTA sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b, sebagai berikut :
a. surat permohonan kepada Bupati melalui Kepala

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dengan
materai Rp.6.000,- (enam ribu rupiah);

b. bukti setor SSRD;
C. bukti pencabutan IMTA;
d. nomor rekening perusahaan.

(3) Persyaratan pengembalian kelebihan pembayaran
Rctribusi Perpanjangan IMTA sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c, sebagai berikut :
a. surat permohonan kepada Bupati melalui Kepala

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dengan
materai Rp.6.000,- (enam ribu rupiah);

b. bukti setor SSRD;

c. bukti exit permit only apabila TKWNAP telah berada
di Indonesia;

d. permohonan kepada penerbit IMTA tentang
pembatalan penerbitan IMTA;

e. nomor rekening perusahaan.

(4) Persyaratan pengembalian kelebihan pembayaran
Retribusi Perpanjangan IMTA sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d, sebagai berikut :
a. surat permohonan kepada Bupati melalui Kepala

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dengan
materai Rp.6.000,- (enam ribu rupiah);

b. bukti setor SSRD;
c. nomor rekening perusahaan.



Pasal 9

(1) Pengembalian kelebihan Retribusi Perpanjangan IMTA
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), ayat (2),
ayat (3) dan ayat (4) dicatat menggunakan SKRDLB.

(2) Bentuk dan isi SKRDLB sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) tercantum dalam lampiran IV Peraturan Bupati ini.

BAB VII

TATACARA PEMBERIAN SANKSI ADMINISTRATE

Pasal 10

(1) Wajib Rctribusi Pcrpanjangan IMTA dapat dikenakan
sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua
person) pcrbulan dari rctribusi yang terutang atau kurang
bavar.

(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dapat ditagih clcngan menggunakan STRD.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 1 I

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Lahat.

Ditetapkan di Lahat
pada tanggal 2.^

BUPATI

-CL- 2015

H. SATFUDIN ASWARI R1VA1

Diundangkan di Lahat
pada tanggal 2.Jy 2_ " 2015
SEKRETARIS DAfiRAH KABUPATEN LAHAT,

WAR1

BERITA DAERAH KABUPATEN LAHAT TAHUN 2015 NOMOR 7



LAMPIRAN I PEKA I IRAN BUPATI LA1IA I"

NOMOR

TANGGAL
II MANCI

7 TAHUN API'S
iS - 2. - *V\S
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAHAT
NOMOR II TAHUN 20I4TENTANC PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERA rURAN DAI.RAH KABUPATEN LAHAT NOMOR 04 TAHUN 2011
PI NTANG RETRIBUSI DAERAH

PEMERINTAH
KABUPATEN I aha l

Jalan Kcil. Bariian Bandar

Java Lahat

si K.\l KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH
(SKRD)

MASA :

tAHUN:

NO. Unit

Nania Perusahaan

Alamal

M'WKI)

Nama TKWNAP

sckior l saha

Kcwarganegaraan
Jabalan

Jaimka \K aklu

Jatuh Tempo
No Kodc Rekening

Dengan I lurid

l Iraian Rctribusi

RETRIBUSI PERPANJANGAN IZIN
MEMPEKERJAKAN It N U.A KERJA ASING (IMTA)
USD

Jumlah Ketetapan Rctribusi
Jumlah sanksi : a. Bunga

b. Kenaikan

Jumlali Kcseluruhan

Jumlah (Rp)

Rp.

(diisi oleh petugas)

Rjp.
Kr

Rp

PERHATIAN: '

i. Ilamppen) etonut dilakukan pada Bank Pembangunan Daerah Lahat
Apabila SKRD ini tidak atau kurang Jibayar setelah lewai waktu paling lama 30hari setelah SKRD ini
dilcrima atau (tanggal jatult tempo) dikenakan sanksi adminislrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan.

Lahat. Jamiari20l5

Kepala Dinas tenaga Kerjadan Transmigrasi
Kabupaten Lahat

I anda Terima

Nama Perusahaan

A lam.it

Mama fKWNAP
Sektor i

Kewarganegaraan
Jabalan

Jangka Waktu
langgal Jatuh Tempo

.potong disini.

No. Unit SKRD :

Lahat,
Yang Menerima.

H. SSIFUDIN ASWARI RIVA'I
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LAMPtRAN 111 PI RATI KAS HI PA 11 I

nomor 7 T4kUH APIS'
TANGOAJ
TENTANG

ill
PETUNJI KPI I AKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAHAT
NOMOR II EAHI N.HI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN DAI KM! KABl PATEN I AHA I NOMOR 04TAHUN "'011
rENTANGRETRIBUSI DAIKAll

PEMERINTAH
KABl PATEN LAHAT
Jalan Kol. Barlian Bandar
J.in a Lahat

SURAT TAGIHAN RETRIBUSI DAERAH
(STRD) NO. Urut:

Nama Perusahaan

Alamat

NPWRD

Nama TKWNAP

Seklor Usaha

Kewurgancgaraan
Jabatan

Jangka Waktu

Masa pajak
Tahun

Tanggal Jatuh Tempo

Berdasarkan Pasal 83 Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 04 Tahun 2011 telah dilakukan dan atau
pemenksaan atau ketcrangan lain alaspelaksanaan kcwajihan.
Nomor Rekening
Ayat Retribusi

Nama Retribusi :Retribusi Perpanjangan l/in Mempekerjakan Icnaga Kerja Asing
Dan pcnelitian dan atau pemeriksaan tersebut diatas. perhituugan jumlah yang masih harus dibayar adalah
sebagai benkul. '
1. Reiribusiyangharusdibay.il |<p
2. Sanksi adminisG

a. Bunga 2%fPasal 141 |<P
Jumlah yang harus dibayar (I i 2a) Rn

Dengan Huruf:

I'ERHATIAN : " " ' • —

1. Harap penyetoran dilakukan pada Bank Pembangunan I)aerah Lahat dengan menggunakan Surat Ketetapan
Retribusi Daerah (SKRD)

2. Apabila SKRD ini tidak atau kurang dibayar seielah lew* waktu paling lama 30 hari setelah STRD ini
ditenma atau (tanggal jatuh tempo] dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan.

Lahat. Januari20l5

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Kabupaten Lahat

Nama Perusahaan
Alamal

Nama IKUNAP
Sektoi t saha

Kewarganeg&raan
Jabatan

Jangka Waktu
TanggalJatuh Tempo

potong uisini.

TANDA TE.RIMA

BUPATI

H. S

No. Urut SKRD:

Lahat,
yang Menerima.



I AMPIRAN IV PERATURAN BUPAn LAHAT

NOMOR

I AM I

I I'M i\NG

7 TmUu ^t?IC
ig _ 2. - 24>IS
PI II Ml K I'EI AKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAHAT

NOMOR !! I AIM -N 2(H-l rENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN I.AHAPNOMOR 04 TAHUN 20TI
UNI Vsif. RI 1R1IH SI DAERAH

PI Ml RINIAII

KABUPATEN LAHA1
Jalan Kul. Barlian

Bandar Java Lahat

SURA I KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH I.EUIII BAYAR

(SKRDLB)

Masa :

Tahun

NO. Urut

Nama Perusahaan

Alamat

NPWRD

Nama TKWNAP

Seklor IIsaha

Kewarganegaraau

Jabatan

Jangka Waktu

fanggal Jatuh Tempo

I. Berdasarkan Pasal 9Q Peraturan Daerah Kabupaten l.ahat Nomor 04 Tahun2011 telahdilakukan
penieriksaan atau ketcrangan lainai.ispelaksanaan kcwajrban:

Aval Rctribusi

Nama Retribusi : Retribusi Pcrpanjangan IzinMempekerjakan TenagaKerjaAsing (IM'I A)
II. Dari penieriksaan atau ketcrangan lain tcrsebut diaias, perhitungan jumlah yang Icbih bayar yang seharusnya

iidak terutang adalah sebagai berikut :
1 Dasaf Pengenaan Retribusi
2 Setoran yang dilakukan
Jumlah Icbih bayar yang seharusnya tidak lei

Denean Huruf:

Rp

Rp
Rp

PERHATIAN:

Pengembalian kelebihan rctribusi dilakukan padakas daerah i mean menggunakan SuralPerinlah
Membayar Kelebihan Retribusi (SPMKK) danSural Perinlah M« hiarkan Uang (SPMU).

Transmigrasi

TANDA TERIMA

Nama Perusahaan

Alamat

Nama I KWNAP

Sektor t.saha

Kewarganegaraau
Jabatan

Jangka Waktu
Tanggal Jatuh Tempo

-potong disini.

Lahal,
Kepala I

Kabupate

unuari 2015

. Tenaga Kerja dan

No Urut SKRD :

Lahat.

Yang Menerima,

BUPATI t

II. SAlFLDlN ASWARI RIVA'I


